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BAB III 

 

PENUTUP 

 

 

 

1. Kesimpulan  

 

Sebagai penutup dari ulasan dari penelitian ini, yang berjudul Pelaksanaan 

Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus 

2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di 

Kabupaten Bantul , maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut : 

1.  Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum dan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

71 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94); 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
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Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); Peraturan Presiden 

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

Nomor  71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah.  

Sesuai yang dimaksud adalah sesuai dengan  Pasal 4 Rencana Tata 

Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, 

didasarkan atas:  

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan/atau 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.   

 

 

2.  Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian tersebut sudah memberikan kepastian 

hukum kepada bekas pemegang Hak Milik atas Tanah dengan sejumlah uang 

ganti kerugian yang telah disepakati bersama dengan melalui beberapa proses 
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dari proses persiapan yang meliputi sosialisasi, negosiasi tentang harga tanah 

dan proses pelaksanaan ganti kerugian. 

 Penetapan Nilai  seperti yang termuat dalam Pasal 63 Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2012  tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum; 

(1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana 

Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai  atau penilai 

publik.  

(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. 

(3) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

(4) Pelaksanaan pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. 
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5. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Untuk Pemerintah 

Seharusnya dalam pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan kampus 2 UIN 

Sunan Kalijaga, Pihak Pemerintah ikut membantu menjelaskan kepada warga 

masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga dalam rangka pembebasan 

tanah, masyarakat tidak melakukan upaya untuk menunda-nunda waktu dalam 

pembebasan Tanah. 

2. Untuk Tim Appraisal (Penilai harga tanah) 

Dalam rangka penilaian harga terhadap tanah lebih terbuka, sehingga warga 

setempat tidak merasa adanya sebuah permainan dalam pengadaan tanah 

untuk pembangunan kampus UIN Sunan Kalijaga. 

3. Untuk UIN Sunan Kalijaga 

Sebelum mengadakan pembangunan kampus di daerah tersebut, alangkah 

baiknya berdialog langsung dengan warga setempat, sehingga warga setempat 

merasa bahwa mereka lebih dihargai. 

4. Untuk Panitia Pengadaan Tanah 

Sebaiknya struktur kepanitian pengadaan tanah dilampirkan ke kecamatan 

maupun kelurahan tempat dimana obyek pengadaan tanah dilakukan, sehingga 

memudahkan kinerja instansi pemerintah desa, apabila dimintakan penjelasan 

maupun data tentang pihak-pihak yang didelegasikan dalam panitia 

pengadaan tanah. 
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